
BUPATI ACEH UTARA
PRQVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202Q Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 202A tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentarrg Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2I tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Q22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol3 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
20 18 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdnun 2OlZ
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakii
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonor 6224\;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2eIT tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 201g
tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggunglawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20 l g

tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai
Politik (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17771;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terrtang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 9721;

24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 lentaog
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun
2022 Nomor 5);

26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 1 Tahun
2022 tentatg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 31);

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.



-6-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut.

5. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh DPRK dengan persetujuan bersama kepala daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya

disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan eanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku

pengguna anggaran/ pengguna barang.

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

I 1. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.
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13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang gersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan

Pembiayaan Dengan Pengeluaran Pembiayaan.

17. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah

negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga

internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau
perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahii dan pelatihan yang tidak
perlu dibayar kembali.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBK atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKpD di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2 1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Sp2D

atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2023 semula sebesar Rp. 2.52Q.765.634.996,- (dua triliun lima
ratus dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam
ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam
rupiah) bertambah sebesar Rp. 142.297.325.962,- (seratus empat
puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus
dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puiuh dua rupiah)
sehingga menjadi Rp. 2.663.062.960.958,-, (dua triliun enam ratus
enam puluh tiga miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam
puluh ribu sembilan ratus lima puluh deiapan rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan

b. Belanja daerah
1. Semula
2. Bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan

c

Rp. 2.465.550.549.O72

Rp. 82.799. 567.234

Rp. 2.548.350.1 16.310

Rp. 2.663.062.960.958

55.215.085.924

114.712.844.648

0

t14.712.844.648

Pembiayaan daerah

l. Penerimaan pembiayaan

a) Semula Rp.

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 59.497.758.724
Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula Rp.

b) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp.

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp.

0

0

0

Rp.2.52O.765.634.996

4p. t42.297.?25.962



Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang

Diklasilikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan

Bersifat Khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan

Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, Beianja dan

Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi

dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-

Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan

Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;
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9. lampiran IX Sinkronisasi Kebrlakan pemerintah provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan Dalam
Rancangan Qanun tentsng Perubahan ApBK dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan ApBK dengan program

Prioritas Perbatasan Nega.ra.

Fasal 4

Lampiran s*baqaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBK _vang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjur dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat

Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasai 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oftrng mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n
Peraturan Bupati ini dengan penempatannla dalam Berita Daerah
Iiatlu paten Aeeh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada

abi'ui Akhir 1,145 H

frEH UTARA.
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Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Oktober 2023 M

Rabi'ul Akhir 1445 H

IS DAERAH
ACEH U

I
E5

t g

s MURTALq,
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